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Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang berhasil menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam menekan laju inflasi. Keberhasilan ini dibuktikan dengan penghargaan nasional yang diterima oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2024. Prestasi ini mencerminkan kuatnya koordinasi antarinstansi, pengalokasian dan pemanfaatan anggararan daerah, dan strategi pengendalian harga yang inovatif yang memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas harga komoditas strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara (Amalia, 2024).
  Salah satu faktor kunci keberhasilan TPID Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pengendalian inflasi adalah dukungan anggaran dari instansi pelaksana, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) (Sunarto et al., 2024). Melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjalankan program yang mendukung stabilitas harga bahan pokok seperti operasi pasar dan subsidi distribusi barang kebutuhan pokok sebagaimana tercermin dalam Tabel 1.1


[bookmark: _Toc227086124]Tabel 1. 1 Perbandingan Harga Per Desember 2024
	Nama Komoditi
	KUKAR
	KUTIM
	KUBAR
	MAHULU

	Beras
	14.989
	16.000
	15.617
	17.887

	Gula Pasir
	18.000
	18.000
	19.000
	18.400

	Minyak Goreng
	23.000
	24.833
	22.000
	26.000

	Tepung Terigu
	14.000
	14.517
	14.000
	16.250


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025
Per Desember 2024, harga rata-rata beras di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Kondisi ini menujukkan tercapainya keberhasilan koordinasi serta efektivitas penggunaan anggaran daerah dalam mendukung distribusi bahan pokok.
Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara ini memegang peran krusial sebagai pelaksana anggaran dalam stabilisasi harga. Peran ini mencakup pengawasan harga dan pasokan, serta pelaksaan intervensi pasar secara langsung yang tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Soekapdjo & Oktavia (2021) menegaskan bahwa strategi pengendalian inflasi di tingkat daerah harus melibatkan kebijakan yang berkaitan dengan pasokan dan distribusi barang, yang mana hal tersebut merupakan lingkup tanggung jawab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian, manajemen anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara secara substansial menjadi tonggak dalam efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik terhadap APBD. Pengalokasian dana untuk program-program stabilisasi harga memerlukan didukung oleh alasan yang jelas dan terukur, agar anggaran yang digunakan benar-benar efektif dalam menekan laju inflasi. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas sektor publik menuntut pertanggungjawaban kepatuhan terhadap aturan serta hasil dan manfaat bagi masyarakat atas dana yang digunakan. 
Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada sektor publik saat ini diikat oleh prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62 Tahun 2023. Dalam PBK, semua entitas dituntuk untuk mengukur pengeluaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diterapkan. Fransisca et al. (2018) menekankan bahwa PBK bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alokasi dana yang terfokus pada output dan outcome. 
Sejalan dengan prinsip tersebut, keberhasilan intervensi harga di lapangan dapat ditelusuri secara mendalam dengan menggunakan kerangka logika dari theory of change (ToC). ToC akan menjadi alat analisis dalam membedah rantai nilai dari anggaran yang dialokasikan hingga menjadi kebijakan intervensi yang tepat sasaran. Dengan menggunakan kerangka logika ini, optimasi dan hambatan yang terjadi dalam anggaran akan dapat diidentifikasi (Maini et al., 2018). 
Dalam perspektif akuntansi, kinerja anggaran harus diukur melalui dua kriteria utama yakni efektivitas dan efisiensi. Halim & Kusufi (2012) mendefinisikan efektivitas sebagai pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi adalah pencapaian tujuan yang diinginkan dengan biaya yang paling rasional. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi pencapaian Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjaga stabilitas harga.
Meskipun Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung pengendalian inflasi melalui pengelolaan anggaran daerah,  sebagian besar penelitian sebelumnya belum membahas secara mendalam mengenai peran spesifik perencanaan, alokasi, dan efisiensi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam stabilisasi harga. Sehingga muncullah celah penelitian yang cukup signifikan dalam dua aspek utama. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menganalisis pengendalian inflasi dari sudut pandang makroekonomi atau kebijakan publik secara umum. Sebagai contoh, penelitian Nurzana & Novrianti (2024) yang berfokus pada respons kebijakan TPID dan koordinasi lintas sektoral saat menghadapi lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan. Kedua, penelitian Nadilla & Ierdiana (2024) yang secara spesifik membahas intervensi pasar namun tidak menggunakan kerangka pengukuran kinerja keuangan yang mendalam. Celah utamanya adalah tidak adanya jembatan anlisis yang menghubungkan antara realisasi anggaran (LRA) dan dampak nyata terhadap stabilitas harga. 
Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi dua celah penelitian tersebut dengan menggunakan perspektif akuntansi untuk membedah kinerja fiskal di balik keberhasilan kebijakan dengan mengangkat peran anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai fokus utama. Penelitian ini akan menganalisis secara deskriptif, melalui kacamata akuntansi sektor publik dengan menggunakan konsep Value for Money bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara mengelola APBD untuk mencapai target pengendalian inflasi.
Berdasarkan penjelasan dan celah penelitian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Value for Money Anggaran terhadap Inflasi Harga Bahan Pokok di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mengenai efektivitas alokasi anggaran serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pengoptimalisasian penggunaan anggaran daerah secara lebih terarah dan berdampak berkelanjutan.
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyimpulkan suatu rumusan masalah yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung pengendalian inflasi harga bahan pokok?
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Penelitian ini akan berfokus pada analisis peran anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui perencanaan dan alokasi dalam RKA dalam mendukung keberhasilan pengendalian inflasi yang optimal khususnya pada stabilisasi harga-harga bahan pokok di Kabupaten Kutai Kartanegara. 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berperan dalam menjaga stabilitas harga melalui pendekatan value for money. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini secara spesifik dilakukan untuk:
1. Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran stabilisasi harga bahan pokok pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
2. Evaluasi perumusan strategi dalam optimalisasi penggunaan anggaran stabilisasi harga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
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Manfaat penelitian ini disusun sesuai dengan fokus penelitian yakni analisis peran anggaran dalam menjaga stabilitas harga melalui pendekatan Value for Money (VFM)
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan konsep akuntansi sektor publik, khususnya mengenai pengukuran kinerja anggaran melalui konsep Value for Money di instansi pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana integrasi antara data keuangan dan data kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan intervensi ekonomi pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam mengkaji efektivitas belanja publik terhadap indikator makroekonomi daerah (stabilitas harga), sehingga dapat memperjelas posisi teori penganggaran sektor publik dalam mendukung fungsi pengendalian inflasi pada tingkat pemerintah daerah kabupaten.


2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi manajemen Disperindag dalam mengembangkan sistem perencanaan anggaran (DPA) dan pelaporan kinerja (LKjIP) agar lebih efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan prinsip VFM. Informasi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk menentukan strategi intervensi pasar yang lebih proaktif dan akuntabel guna menekan gejolak harga di masa depan.
b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai transparansi dan efektivitas penggunaan dana publik dalam program pengendalian inflasi daerah. Informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam merumuskan kebijakan koordinasi anggaran antar-instansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga daya beli melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok.


2

2






[bookmark: _Toc224037050][bookmark: _Toc227515290]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc224037051][bookmark: _Toc227515291]Anggaran Sektor Publik
[bookmark: _Toc224037052][bookmark: _Toc227515292]Definisi Anggaran
Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup seluruh kegiatan organisasi dalam periode waktu tertentu (Purwanti et al., 2025). Kemudian, menurut Mowen (2017), anggaran merupakan bagian penting dari suatu entitas yang dapat memberikan manfaat dari perencanaan hingga pengendalian. Anggararan juga mengungkapkan estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, mencakup besaran biaya yang dikeluarkan dan cara memperoleh dana tersebut (Faridah et al., 2023). Sehingga, secara ringkas anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana resmi yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan rencana perolehan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu periode, sekaligus sebagai alat perencanaan dan pengendalian kinerja organisasi. 
Menurut Mardiasmo (2018), anggaran sektor publik merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian keuangan organisasi sektor publik, yang berisi rencana kegiatan, estimasi pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Anggaran sektor publik memiliki sifat yang berbeda dengan anggaran perusahaan karena berfokus pada kesejahteraan publik dan nirlaba. Anggaran sektor publik juga bersifat blue print organisasi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan (Sarsiti, 2020).
Anggaran sektor publik berisi kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja/pengeluaran suatu organisasi perangkat. Dalam bentuk sederhana, anggaran sektor publik merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas suatu organisasi. Anggaran juga memuat estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi selama periode tertentu yang diungkapkan dalam ukuran finansial di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2021).
Pada sektor pemerintahan, penganggaran diatur melalui peraturan Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai bendaharam umum negara. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus diikuti oleh seluruh instansi pemerintahan dalam menyusun, melaksanakan, hingga mengawasi anggaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen yang mencakup rencana kerja dan anggaran dari kementerian negara/lembaga, Otorita Ibu Kota Nusantara, serta rencana kerja dan anggaran bendahara umum negara. Penyusunan RKA sendiri mengacu pada pendekatan yang meliputi kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.

[bookmark: _Toc224037053][bookmark: _Toc227515293]Fungsi Anggaran Sektor Publik
Dalam sektor publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga berperan sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (4) tentang Keuangan Negara, anggaran memiliki 6 (enam) fungsi utama yang harus dipenuhi, yaitu;
1. Fungsi Otorisasi
Anggaran menjadi dasar dan batas tertinggi untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada periode yang ditetapkan. Pemerintah tidak dapat mengeluarkan dana diluar dari penganggaran yang telah disusun dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Fungsi Perencanaan
Anggaran yang ditetapkan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menyusun rencana kerjanya untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam hal ini, seluruh kementerian/lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun rencana kerja dalam periode anggaran berdasarkan alokasi dana yang telah disetujui.
3. Fungsi Pengawasan
Anggaran difungsikan sebagai tolak ukur dalam penilaian penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan anggaran, lembaga pengawas seperti DPR/DPRD, BPK dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan keuangan negara. Fungsi ini mendukung prinsip akuntabilitas dan juga transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
4. Fungsi Alokasi
Anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam fungsi ini, anggaran bertujuan menciptakan perekonomian yang lebih produktif dengan memaksimalkan alokasi dana pada sektor prioritas.
5. Fungsi Distribusi
Pemerintah memiliki tanggung jawab bahwa anggaran yang disusun dapat memperbaiki ketimpangan dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dirancang secara inklusif untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
6. Fungsi Stabilisasi
Anggaran menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi gejolak inflasi. Dalam kondisi krisis, anggaran dapat difungsikan sebagai shock absorber (peredam kejut) melalui intervensi dan stimulus fiskal yang tepat.
[bookmark: _Toc224037054][bookmark: _Toc227515294]Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 8 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun anggaran.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah yang berfungi untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran, serta sebagai alat pengambilan keputusan. APBD juga dapat difungsikan sebagai alat untuk mengotorisasi pengeluaran masa depan dan menjadi ukuran standar dalam menilai kinerja (Sutiyoso et al., 2024)
Pengelolaan anggaran yang efisien melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dapat memaksimalkan pendapatan daerah. Efektivitas dalam pengelolaan anggaran berarti instansi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan baik (Dwifarchan & Sulistiyanti, 2023)
Komponen APBD sendiri terdiri atas tiga bagian utama yaitu:
1. Pendapatan daerah – seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam tahun anggaran,
2. Belanja Daerah – seluruh hak daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah,
3. Pembiayaan Daerah – semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.
[bookmark: _Toc224037055][bookmark: _Toc227515295]Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menjelaskan PBK sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran yang mempertimbangkan hubungan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan. PBK muncul sebagai bentuk respons atas keterbatasan pendekatan penganggaran tradisional yang berfokus pada input daripada hasil.
Tujuan utama PBK adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara menyediakan informasi yang relevan dalam keseluruhan proses penganggaran kepada pejabat pemerintah, legislatif, serta kepada publik terkait tujuan dari suatu belanja. Hal ini selaras dengan tujuan PBK dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023, yaitu;
1. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran,
2. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam mengelola tugas dan anggaran,
3. Menunjukkan hubungan antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai.
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Theory of Change (ToC) atau juga bisa disebut sebagai teori perubahan mulai dikenal pada tahun 1995 melalui publikasi New Approaches to Evaluating Comprehensive Community Initiatives yang ditulis oleh Carol Weiss. Weiss (1995) mengartikan ToC sebagai cara untuk menggambarkan rangkaian asumsi yang menjelaskan langkah-langkah kecil yang mengarah kepada tujuan jangka panjang, serta hubungan antara aktivitas dan hasil yang didapatkan di setiap langkah. Dengan kata lain, ToC dapat digunakan untuk memetakan hubungan kausal antara input, aktivitas, output, outcome, dan impact, serta menjelaskan kondisi dan asumsi yang harus dipenuhi sepanjang rantai hubungan tersebut. Teori ini secara khusus difokuskan untuk memetakan atau mengisi “bagian yang hilang” antara apa yang dilakukan oleh suatu insiatif perubahan (kegiatan atau intervensi) yang mengarah ke pencapaian tujuan.
Menurut Jones et al. (2023) ToC mencakup asumsi, aktivitas, mekanisma, indikator pengukuran, hasil, konteks dari suatu intervensi, serta hubungan antara berbagai komponen tersebut. ToC pada dasarnya adalah deskripsi dan ilustrasi komprehensif tentang bagaimana dan mengapa perubahan yang diinginkan diharapkan dapat terjadi dalam konteks tertentu. Hal ini juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi, karena ToC memungkinkan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan jangka panjang yang melampaui identifikasi keluaran program.
Cara kerja teori ini adalah dengan lebih dulu menentukan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, yang kemudian ditelusuri ke belakang untuk mencari syarat apa saja yang harus dipenuhi agar tujuan dapat terwujud. Syarat-syarat yang ditemukan kemudian dianalisis termasuk bagaimana semuanya saling terhubung dan mempengaruhi. Analisis ini juga melibatkan identifikasi risiko, batasan, serta asumsi-asumi eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi keberhasilan perubahan.
Berikut bagan pemetaan keterkaitan antara input, aktivitas, output, outcome, dan impact, serta asumsi dan faktor eksternal yang menggambarkan bagaimana hubungan kausal yang terjadi pada ToC.


Sumber:  Nurdiansyah (2023)
[bookmark: _Toc227531786]Gambar 2. 1 Pemetaan ToC
Menurut Vogel (2012) elemen dalam mengembangkan teori perubahan membutuhkan diskusi antara tim peneliti dan pemangku kepentingan diantaranya sebagai berikut:
1. Konteks inisiatif, termasuk kondisi sosial, politik dan lingkungan, saat ini kondisi masalah yang ingin dipengaruhi oleh proyek dan aktor-aktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan,
2. Perubahan jangka panjang yang ingin didukung oleh inisiatif tersebut dan untuk kepentingan siapa,
3. Urutan peristiwa yang diantisipasi (atau diperlukan) untuk mencapai hasil jangka panjang yang diinginkan
4. Asumsi tentang bagaimana perubahan ini dapat terjadi, dan tentang kondisi kontekstual yang dapat mempengaruhi apakah kegiatan dan keluaran sesuai untuk mempengaruhi perubahan yang diinginkan dalam konteks ini,
5. Diagram dan ringkasan naratif yang mewakili urutan dan menangkap diskusi.
Dalam penelitian ini, ToC dijadikan sebagai kerangka logis untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat dari input-nya yakni alokasi anggaran pemerintah daerah, menuju outcome berupa penurunan tingkat inflasi daerah. Diantara keduanya, dilakukan berbagai aktivitas yang mendukung seperti operasi pasar murah, pemantauan harga, hingga distribusi barang kebutuhan pokok. Dari aktivitas-aktivitas tersebut muncullah output yang nyata seperti jaminan ketersediaan barang dan harga yang stabil. Kemudian, output inilah yang akan berkontribusi atas tercapainya outcome berupa inflasi yang lebih terkendali.
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	Problem
	Activities
	Output
	Outcome
	Desired State (Impact)

	Tercapainya prestasi pengendalian inflasi yang baik pada TPID Award Tahun 2024
	Implementasi anggaran untuk program stabilisasi harga (Operasi Pasar, Subsidi Ongkos Angkut).
	Tersalurnya bahan pokok bersubsidi, terlaksananya monitoring harga, serta data stok yang up to date.
	Stabilitas harga bahan pokok dan terjaganya pasokan barang.
	Terkendalinya laju inflasi daerah dan jaminan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

	Assumptions & Faktor Eksternal

	Target:
1. Realisasi anggaran tepat sasaran
2. Kestabilan indeks perkembangan harga

Implementasi Anggaran:
1. Stok dari distributor/Bulog tersedia saat anggaran dicairkan,
2. Tidak terjadi gangguan cuaca ekstrem yang menghambat distribusi logistik,
3. Kerjasama antar daerah (KAD) berjalan efektif,
4. Tidak ada praktek penimbunan oleh pedagangan/oknum pasar.



Penggunaan ToC juga memungkinkan identifikasi terhadap asumsi penting yang terjadi dalam setiap tahapan. Sebagai contoh, asumsi kegiatan operasi pasar akan efektif menurunkan harga, atau asumsi kegiatan distribusi barang kebutuhan pokok akan dilakukan tepat sasaran. Dengan menyusun ToC, setiap aktivitas atau kegiatan intervensi kebijakan akan dapat dievaluasi secara logis dan sistematis. Jika di suatu titik tidak tercapai, ToC memungkinkan penggunanya untuk menelusuri kembali pada tahapan mana yang mungkin tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian, ToC tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai alat refleksi dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.
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Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam suatu organisasi untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai. Hasil penilaian ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dan efisien (Riadi, 2021). 
Ada beberapa model pengukuran kinerja yang populer, diantaranya adalah Balanced Scorecard (BSC) yang merupakan kinerja paling populer dan paling banyak diadopsi oleh berbagai organisasi. Dalam model BSC, kinerja diukur dari empat perspektif yang saling berhubungan, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. 
Selanjutnya adalah model performance prism yang dikembangkan oleh (Neely et al., 2002). Model ini mengukur kinerja dengan melihat lima perspektif saling terkait, yang bertumpu pada hubungan organisasi dengan pasa stakeholders-nya. Berbeda dari model BSC yang berfokus pada internal organisasi, performance prism berfokus pada 5 (lima) perspektif yaitu; (a) kepuasan stakeholder, (b) kontribusi stakeholder, (c) strategi, (d) proses, dan (e) kapabilitas.
Dalam sektor publik, pengukuran kinerja didefinisikan melalui konsep value for money (VFM) yang menekankan bahwa kinerja tidak hanya berfokus pada pencapaian output kuantitatif, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta sumber daya lainnya (Erawan et al., 2018).
Umaro et al. (2019) menyatakan dalam konsep value for money (VFM), kinerja diukur melalui tiga aspek utama:
1. Ekonomi: Perolehan sumber daya (input) dengan biaya yang paling rendah,

2. Efektivitas: Tingkat pencapaian tujuan atau sasaran program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan,

3. Efisiensi: Pencapaian output maksimum dengan input tertentu, atau penggunaan input minimum untuk mencapai output tertentu.

[bookmark: _Toc224037058][bookmark: _Toc227515298]Konsep Inflasi dalam Perspektif Pengendalian Harga Bahan Pokok
Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat seiring karena nilai uang juga menjadi lebih rendah. Berdasarkan teori New-Keynesian atau Expectation-Augmented Philips Curve tekanan inflasi didasari oleh tiga faktor, yaitu permintaan, penawaran, dan ekspetasi inflasi.
1. Inflasi Permintaan (Demand-Pull Inflation)
Pada sisi ini, inflasi dipicu oleh kelebihan permintaan (excess demand) dalam interaksi antara sisi permintaan dan penawaran. Hal ini bisa disebabkan oleh naiknya permintaan domestik, pengeluaran pemerintah, atau permintaam ekspor. Dalam demand pull inflation, kenaikan harga barang akhir (output) mendahului kenaikan harga barang input dan harga faktor produksi (Lestari et al., 2025). 
2. Inflasi Penawaran (Cost-Push/Supply Shocks Inflation)
Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi suatu barang atau jasa, serta kenaikan komoditas global yang diimpor. Selain itu, inflasi pada sisi ini juga dapat berasal karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas yang diatur oleh pemerintah (administered prices) seperti Bahan Baku Minyak (BBM) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL) (Putra et al., 2025). Kejutan (shocks) dari komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca juga menjadi penyebab inflasi. Faktor perubahan iklim secara ekstrem atau bencana alam dapat mengganggu suplai pangan, sehingga menyebabkan kenaikan harga secara signifikan.
3. Ekspektasi Inflasi
Faktor terakhir adalah ekspektasi inflasi, yaitu tingkat inflasi menurut persepsi masyarakat. Faktor ini terbentuk berdasarkan pandangan subyektif dari pelaku ekonomi dan bersifat adaptif (backward-looking), forward-looking, atau kombinasi dari keduanya.
Adapun indikator dalam penentuan suatu perekonomian sedang terkena inflasi atau tidak adalah sebagai berikut:
1. Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks harga yang paling umum digunakan sebagai indikator penentu inflasi, IHK memberikan gambaran harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam periode tertentu.
2. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) merepresentasikan pergerakan harga komoditi yang diperjualbelikan pada tingkat produsen di suatu daerah pada periode tertentu.
3. Gross domestic product (GDP) deflator. Prinsip dasar dari GDP deflator ini sendiri adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dan pertumbuhan riil. 
Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, inflasi pada harga bahan pokok memberikan dampak yang jauh lebih menekan dibandingkan inflasi sektor lainnya. Hal ini dikarenakan porsi pengeluaran kelompok masyarakat berpenghasilan rendah didominasi oleh konsumsi pangan, sehingga kenaikan harga bahan pokok secara langsung menurunkan taraf kesejahteraan dan meningkatkan risiko kerawanan pangan di tingkat daerah. Oleh karena itu, inflasi yang terkendali terutama pada bahan pokok menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dan melindungi daya beli masyarakat.
Dalam kerangka pengendalian harga bahan pokok, diperlukan sinergi antara kebijakan makro dan mikro. Pengendalian inflasi di tingkat kabupaten tidak dilakukan melalui instrumen suku bunga, melainkan melalui intervensi sisi penawaran (supply-side policy) yang didanai secara responsif. Hal ini diwujudkan dalam program-program strategis seperti subsidi ongkos angkut, pengelolaan cadangan pangan, dan pelaksanaan operasi pasar guna memitigasi gangguan distribusi serta memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pasar (Soekapdjo & Oktavia, 2021).

[bookmark: _Toc224037059][bookmark: _Toc227515299]Konsep Bahan Pokok dalam Stabilitas Harga
Secara konseptual, bahan pokok adalah barang kebutuhan dasar yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan serta daya beli. Bahan pokok bersifat esensial yang mana bahan pokok berarti harus tersedia dalam jumlah yang cukup, berkualitas baik, dan dapat diperoleh dengan harga terjangkau.
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 27 Tahun 2017, bahan pokok meliputi komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu, yang mana pergerakan harganya sangat sensitif terhadap kondisi pasokan dan distribusi. Sensitivitas ini menjadi alasan bahan pokok harus dikelola secara terencana, dimulai dari produksi, distribusi, hingga mekanisme stabilisasi harga.
Dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020, bahan pokok dibagi menjadi tiga kelompok utama. Pengelompokkan ini ditujukan untuk memudahkan dalam perencanaan intervensi, pemantauan rantai pasokan, serta penyusunan kebijakan stabilisasi harga yang relevan.
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	Kelompok
	Jenis Barang Kebutuhan Pokok

	Hasil Pertanian
	Beras, Kedelai, Cabai, Bawang Merah.

	Hasil Industri
	Gula, Minyak Goreng, Tepung Terigu.

	Hasil Peternakan dan Perikanan
	Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Ikan Segar


Dengan pemahaman yang cukup terkait pengelompokkan ini, pemerintah dapat merancang serangkaian kebijakan untuk menjaga stabilitas harga yang efektif. Pengelolaan bahan pokok yang efektif secara langsung berkontribusi terhadap upaya pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi regional.
Secara teknis, stabilitas harga dalam persepektif evaluasi kinerja tidak hanya dilihat dari harga yang murah melainkan dinilai dari rendahnya fluktuasi harga dalam periode waktu tertentu. Maka untuk mengukur tingkat stabilitas tersebut, digunakan instrumen koefisiensi variasi (KV). Menurut Sugiyono (2017), rumus koefisien variasi adalah sebagai berikut:

Keterangan :
· KV : Koefisien variasi harga bahan pokok
· s : Standar deviasi (simpangan baku) harga komoditas
·  : Rata-rata harga komoditas dalam periode tertentu

Rumus ini digunakan untuk melihat sejauh mana volatitas harga yang terjadi dibandingkan dengan rata-rata harganya. Semakin kecil nilai KV, maka semakin stabil harga tersebut yang mengindikasikan bahwa intervensi anggaran dalam pengendalian harga bahan pokok berjalan dengan efektif.
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Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan kajian terkait pengendalian inflasi dan peran anggaran pemerintah. Berikut daftar penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel 2.3.
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	No
	Nama Peliti
	Judul
	Relevansi Terhadap Penelitian

	1.
	Rahmah et al. (2025)	Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Dalam Menjalankan Program Pasar Murah
	Penelitian ini mengungkap bahwa keterbatasan anggaran, jumlah distributor, dan jangkauan wilayah menjadi tantangan utama dalam pengendalian inflasi. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana pengelolaan anggaran dan distribusi bahan pokok oleh instansi pemerintah berkontribusi langsung terhadap stabilitas harga. 

	2.
	Nadilla & Ierdiana (2024)	Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dalam
Menjaga Stabilitas Harga Cabai di Pasar Bintan Center Kota
Tanjungpinang
	Penelitian ini mengungkapkan harga cabai yang mengalami fluktuasi signifikan akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah yang kemudian direspon oleh Disperindagin melalui intervensi seperti pasar murah, pemberian subsidi transportasi dan pengawasan distribusi untuk mengendalikan harga. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana kebijakan anggaran dan pengelolaan distribusi oleh instansi pemerintah daerah dapat menjadi kunci utama dalam pengendalian inflasi.

	3.
	Nurzana & Novrianti (2024)
	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Pangan Saat Mendekati Hari Raya Idul Fitri
	Penelitian ini membahas kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang saat terjadi lonjakan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah setempat dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui intervensi seperti Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) sebagai strategi penstabil harga dan daya beli masyarakat. 

	4. 
	Fauzi et al. (2024)
	Pengaruh Pasar Tradisional Paringin Terhadap Pengendalian Inflasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tradisional memiliki kontribusi sebesar 62,4% terhadap pengendalian inflasi. Disperindag berperan aktif dalam mengawasi stabilitas harga melalui regulasi dan juga pengawasan langsung ke pasar. Penelitian ini menegaskan peran strategis pasar tradisional, dan menujukkan hubungan antara fungsi pasar dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam menekan laju inflasi.

	5.
	Sunarto et al. (2024)
	Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis
	Penelitian ini menujukkan sinergi lintas sektor dan anggaran daerah menjadi kunci pengendalian inflasi, terutama di daerah non-produsen bahan pokok seperti Bengkalis. Dalam penelitian ini, peran aktif TPID seperti pasar murah, produk pangan substitusi, sidak pasar, serta pemantauan harga dianggap berhasil dalam menekan angka inflasi.


Sumber: Diolah peneliti, 2026


[bookmark: _Toc224037061][bookmark: _Toc227515301]Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual pada penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logika pengelolaan anggaran pada Disperindag Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mewujudkan stabilitas harga dengan menggunakan pendekatan ToC dan prinsip VFM.  Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:[bookmark: _Toc227531787]Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual


Penelitian ini berangkat dari keberhasilan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menekan laju inflasi yang dibuktikan dengan ketercapaian penghargaan TPID Award pada Rapat Koordinasi Nasional tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk membedah peran anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok. 
Proses analisis dilakukan dengan menggabungkan dua kerangka utama yakni theory of change yang digunakan untuk melihat alur logika intervensi. Kemudian, tahapan dalam ToC tersebut diukur menggunakan konsep value for money yang terbagi menjadi tiga elemen.



Kerangka konseptual pada penelitian ini dimulai dengan melihat capaian daerah prestasi TPID Award Tahun 2024 sebagai indikator awal keberhasilan pengendalian inflasi yang baik. Prestasi ini menjadi titik berat penelitian untuk membedah peran anggaran yang dialokasikan, bentuk intervensi yang dilakukan, serta capaian riil yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut.


Dalam menganalisis hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu ToC dan VFM. ToC digunakan untuk melihat hubungan sebab-akibat dari input hingga outcome. Sementara itu, VFM digunakan untuk menilai kinerja anggaran melalui dua aspek utama, yaitu efisiensi dan efektivitas.
2
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METODE PENELITIAN
Bab ini akan menguraikan definisi operasional, jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta alat analisis data.
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Definisi operasional dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan pengertian variabel yang diteliti berdasarkan konsep dan teori yang disampaikan para ahli. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini meliputi:
1. Efektivitas Anggaran
Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program intervensi pasar yang didanai anggaran, yang diukur dari sejauh mana target stabilisasi/penurunan harga bahan pokok dapat dicapai.
Tabel 3. 1 Kriteria Tingkat Efektivitas
	Rasio
	Kriteria

	>100%
	Efektif

	85 s.d 99%
	Cukup Efektif

	65 s.d 84%
	Kurang Efektif

	>65%
	Tidak Efektif


Sumber: Mahmudi (2015)
2. Efisiensi Anggaran
Kemampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuan stabilisasi harga bahan pokok dengan menggunakan sumber daya APBD yang paling optimal atau minimal.


Tabel 3. 2 Kriteria Tingkat Efesiensi
	Rasio
	Kriteria

	<90%
	Sangat Efisien

	90 s.d 99%
	Efisien

	100%
	Cukup Efisien

	>100%
	Tidak Efisien


Sumber: Mahmudi (2015)
3. Stabilitas Harga Bahan Pokok
Stabilitas harga bahan pokok merupakan harga komoditas yang relatif terkendali dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Stabilitas harga dihitung menggunakan koefisien variasi, di mana semakin kecil nilai koefisien variasi menunjukkan tingkat stabilitas yang semakin baik.
Tabel 3. 3 Kategori Nilai Koefisien Variasi
	Skor
	Kategori

	0%
	Tidak ada

	> 0% - 5%
	Rendah

	> 5% - 9%
	Sedang

	> 9%
	Tinggi


Sumber : Kementrian Perdagangan (2020)
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Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2015), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang mengacu pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melukiskan, menggambarkan, menerangkan, menjawab dan menjelaskan permasalahan yang diteliti secara rinci. Kemudian, menurut (Creswell, 2018) pendekatan studi kasus merupakan desain penelitian yang mengidentifikasi suatu kasus atau masalah dari satu atau lebih individu. 


[bookmark: _Toc224037065][bookmark: _Toc227515305]Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai objek penelitiannya. Pemilihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai objek penelitian dikarenakan instansi ini merupakan unsur pelaksana utama pada pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam pemantauan harga dan pelaksanaan intervensi pasar.
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Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari dua kategori utama untuk mendukung analisis value for money (VFM). Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung melainkan melalui media lain seperti catatan, notulensi, atau dokumen.
1. Data Kuantitatif : Data ini berupa angka-angka yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), realisasi belanja yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartenegara
2. Data Kualitatif : Data yang berupa informasi deskriptif, narasi program, penjelasan mengenai hambatan yang ditemui saat pelaksanaan lapangan, dan rencana strategis yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta dokumen pendukung lainnya
Adapun sumber dari data tersebut adalah sumber internal yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartenegara dan sumber eksternal pendukung lainnya.
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Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dokumentasi, Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan atas suatu peristiwa yang telah terjadi atau berlalu. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Stabilisasi Harga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
d. Laporan Kegiatan Pengendalian Harga Bahan Pokok di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.
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Teknik analisis data yang akan dilakukan mengacu pada model (Creswell, 2018) yang bersifat spiral dan terbagi menjadi 6 (enam) tahapan sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data 
Tahapan pertama dalam teknik analisis ini adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan secara menyeluruh dari berbagai sumber seperti dokumen pendukung dan catatan lapangan. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tanggal, sumber, dan jenisnya.

2. Membaca dan Memahami Data
Setelah mengumpulkan data yang relevan, data dibaca secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran umum dan memahami data secara mendalam. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ide utama dan pola yang terbentuk dalam data.
3. Mengkode Data
Tahapan ini merupakan proses inti dimana data akan diberikan label atau kode pada setiap segmen yang dinilai penting. Label atau kode ini berfungsi untuk mengorganisir informasi dalam kategori yang relevan berdasarkan isi dan maknanya.
4. Mengembangkan Deskripsi dan Tema
Kode-kode yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan menjadi sub-tema, kemudian disusun menjadi tema utama yang memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang dianalisis.
5. Menyajikan Data
Temuan yang ditemukan kemudian disajikan melalui narasi yang didukung oleh kutipan langsung dari partisipan. Penyajian data juga dapat berbentuk tabel, flowchart, maupun model konseptual untuk menggambarkan hubungan antar tema.
6. Interpretasi Data
Dalam tahapan akhir ini, tema yang muncul dihubungkan kembali ke kerangka teori yang digunakan. Interpretasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam melalui pembahasan implikasi temuan. 
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Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka value for money (VFM). Penggunaan kerangka VFM bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui dua indikator utama, yaitu efisiensi dan efektivitas.
Analisis data kemudian akan diintegrasikan dengan model theory of change (ToC) yang telah dijelaskan pada Bab 2. ToC digunakan untuk menganalisis peran anggaran dalam 4 komponen penyusun ToC, yaitu input, activity, output, dan outcome.
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	Tahapan ToC
	Indikator VFM
	Fokus Analisis

	Input
	Efisiensi
	Menilai optimalisasi perencanaan alokasi anggaran intervensi dalam mendukung program.

	Activity & Output
	
	Menilai rasio penggunaan anggaran terhadap capaian distribusi barang kebutuhan pokok.

	Outcome
	Efektivitas
	Menilai anggaran yang dibuat berhasil mencapai stabilitas harga dan pengendalian inflasi.
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